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Posbakum adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan
layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan, Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan
Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pada Pengadilan Agama Kelas | A Medan posbakum dapat memberikan
layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum dalam hal pemberian advis atau konsultasi hukum, bantuan
pembuatan surat gugatan/permohonan. Landasan yuridis diawali melalui Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman kemudian terbit Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman
Pemberian Bantuan Hukum dan kedepannya diharapkan mengalami perbaikan baik dalam proses maupun pelaksanaannya
dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan terakhir dari PERMA No. 1 tahun 2014.

Peradilan agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman telah melaksanakan Posbakum didalam
proses peradilan. Secara teoretis, penyelesaian sengketa yang dibantu Posbakum di pengadilan agama membawa
sejumlah keuntungan, diantaranya perkara dapat diselesaikan dengan cepat dan biaya ringan sehingga waktu akan lebih
efektif dan golongan tidak mampu pun dapat berperkara di pengadilan.

Penelitian ini ingin menjelaskan bagaimana pelaksanaan program Bantuan Hukum yang diberikan oleh Pengadilan
Agama Kelas | A Medan kepada pencari keadilan golongan tidak mampu, dan bagaimana pula faktor-faktor yang menjadi
pendukung dan penghambat dalam praktik pelaksanaannya, serta presepsi pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan
posbakum di Pengadilan Agama Kelas | A Medan sehingga dapat diketahui keefektivitasan posbakum tersebut selama
terbentuknya.

Untuk menjawab permasalahan-permasalah tersebut, dilakukan penelitian lapangan (field research) dengan sifat
penelitian kualitatif yang mengkaji mekanisme perangkat pengaturan bantuan hukum menurut peraturan perundang-
undangan yang ada (statute approach), dan dapat diketahui keefektivitasan posbakum tersebut selama terbentuk di
Pengadilan Agama Kelas | A Medan serta menguji bagaimana prospek Posbakum di lingkungan Peradilan Agama sebagai
bantuan hukum bagi golongan tidak mampu di masa depan. Sebagai analisa data, penulis menggunakan analisis kualitatif
dan SWOT analysis.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Posbakum di Pengadilan Agama Kelas | A Medan sangat membantu
pencari keadilan golongan tidak mampu untuk berperkara. Namun, dalam proses pelaksanaannya terkadang menemukan
kendala dikarenakan latar belakang petugas Posbakum yang Sarjana Hukum, dan melihat Kewenangan dari Pengadilan
Agama Kelas | A Medan yang lebih banyak menangani masalah hukum lIslam. Penelitian ini diharapkan mampu
memberikan manfaat dan masukan terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan bidang pemberian

bantuan hukum pada khususnya. Alamat: JI. Garu Ill No. 71 A Medan Amplas, HP: 085297448357

ABSTRACT

Posbakum s a service given by court level 1 to give law service in case of information,
consultance, law advice and also law. Posbakum is a service created by and exist in every court of first
instance to provide legal services in the form of information, consultation and legal advice, as well as



the making of legal documents required in accordance with laws and regulations governing Power,
Justice, General Court, the Religious Courts and the State Administrative Court. Religious Court Medan
Posbakum Class | A can provide legal aid services to the applicant legal aid in giving advice or legal
advice, assistance of a letter of claim / appeal. Juridical basis initiated by Law No. 48 Year 2009
concerning Judicial Authority then issue the Appellate Court (SEMA) No. 10 Year 2010 on Guidelines
for Granting Legal Aid and the future is expected to have improved both process and its implementation
are by Law No. 16 Year 2011 on Legal Aid and the last of PERMA No. 1 2014.

Religious courts as one of the executing judicial authorithies has carried out Posbakum in the
judicial process. Theoretically, assisted dispute resolution Posbakum in a religious court to bring a
number of advantages, including a case can be resolved quickly and at low cost so that the time will be
more effective and the group can not afford any litigants in court.

This study wanted to clarify how the implementation of a program of Legal Aid provided by the
Religious Courts Class IA field to search for justice groups can not afford, and how well the factors
supporting and inhibiting the practice of its implementation, as well as the perception of the parties
associated with the implementation Posbakum in Religious Court Medan Class IA so that it can be seen
that during the formation Posbakum effectiveness.

To answer the problem-these issues, conducted field research (field research) the nature of
qualitative research that examines the mechanisms of the regulation of legal aid in accordance with the
laws and regulations that exist (statute approach), and can be known effectiveness Posbakum during
formed in the Religious Class IA field and examine how the prospect Posbakum in the Religious Courts
as legal aid groups can not afford in the future. For data analysis, the authors use the analysis of
normative, juridical and SWOT analysis.

Based on the survey results revealed that Posbakum in the Religious Class | A very helpful
Medan seeking justice groups can not afford to litigants. However, the implementation process
sometimes finds obstacles due to the background of the officers Posbakum Law degree, and saw
Authority of Religious Courts Class | A field of more dealing with Islamic law. This research is expected
to provide benefits and inputs to science in the field of law in general and in particular the provision of
legal aid.
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